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ABSTRAK 

          Di era  sekarang  ini,  sungguh  ironis dikarenakan  meskipun  sudah  ada peraturan 

perundang-undangan  yang mengatur secara khusus mengenai Kode Etik PNS maupun mengenai 

Hak dan Kewajibannya, PNS yang berdaya guna dan  efektif  masih  sangat  jauh  dari  harapan. 

Banyaknya keluhan  yang  datang dari  masyarakat  menunjukkan  masih  adanya  berbagai  

keterbatasan  pada aparatur  pemerintahan  ini.  Sering  terdengar  keluhan  masyarakat  terutama 

tentang  pelayanan  para  aparat  pemerintahan.  Berbagai  keluhan  akan kelambatan  pelayanan  

tersebut  tidak  saja  disebabkan  oleh  kuantitas  maupun kualitas aparatur, tetapi juga dapat 

disebabkan karena masalah kedisiplinan 

          Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana Kedisiplinan jam 

kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan bagaimana Upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengadilan Tinggi 

Banjarmasin.   

Jenis Penelitian ini merupakan Jenis penelitian empiris, yaitu Penelitian dengan adanya data-data 

dilapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.  

          Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik Pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan 

teknik editing, klarisifikasi dan intepretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif.  

           Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan 

tersebut diberlakukan. Peraturan Pemerintah ini sangat membantu dalam peningkatan kinerja 

yang efektif dan efisien walaupun dalam penerapannya masih ada beberapa pegawai yang 

melanggar peraturan pemerintah ini. Para Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengadilan Tinggi 

Banjarmasin masih ada yang melanggar disiplin jam kerja, padahal ketentuan jam kerja ini sudah 

terperinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Faktor yang mendasari 

pelanggaran disiplin ini adalah masih rendahnya kesadaran dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. 
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